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Kepada Yth. :

1. Para Pejabat Eselon II;
2. Para Pejabat Eselon III;
3. Para Pejabat Eselon IV; dan
4. Para Pejabat Perbendaharaan Negara,

pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

SURATEDARAN

NOMORlt; TAHUN2016

TENTANG

PETUNJUKPELAKSANAANANGGARANTAHUN2017 PADA

PUSATPELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN

A. Latar Belakang

Seluruh proses pelaksanaan anggaran berdasarkan atas prinsip dan asas
disiplin anggaran dan mengutamakan keamanan keuangan negara. Pada
tataran kegiatan di unit-unit eselon II, pelaksanaan anggaran senantiasa
diupayakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang berorientasi kepada hasil
dengan memenuhi prinsip akuntabilitas.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program,
penyerapan dana, pencapaian program dengan lebih efektif dan efisien.
Petunjuk pelaksanaan anggaran memuat dan menegaskan keterituan
ketentuan berkaitan dengan pola administrasi di bidang keuangan, mulai dari
perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penyesuaian anggaran dan
pertanggungjawaban anggaran, yang dimaksudkan agar pelaksanaan
anggaran dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan.

C. Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan revisi kegiatan;
2. Pelaksanaan perjalanan dinas dan pertangungjawabannya;
3. Hal-lain terkait pelaksanaan anggaran.

D. Dasar

l. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423).

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5655).

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678).

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191).

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 341).

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013
tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

E. Waktu Pelaksanaan Anggaran 2017

Waktu pelaksanaan anggaran tahun 2017 adalah mulai 1 Januari 2017
sampai dengan 31 Desember 2017 termasuk penerimaan negara dan
pengeluaran negara yang akan dibukukan per tanggal 31 Desember 2017.

F. Dukungan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

1. Ketersediaan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas.
2. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
3. Melaksanakan koordinasi dengan para pejabat struktural dan para

pejabat perbendaaraan.


